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UPGRADE PENANDATANGAN DAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI 
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SOSIALISASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
ROADSHOW SOSIALISASI SERTA MELALUI
MEDIA SOSIAL, MEDIA ELEKTRONIK, DAN
MEDIA CETAK.

FACEBOOK/INSTAGRAM

WEBSITE

ROADSHOW SOSIALISASI
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PROSES PEMBANGUNAN 
ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK
POLRES METRO JAKARTA SELATAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 52 TAHUN
2014 YANG TERDIRI DARI 6 KOMPONEN 23 INDIKATOR & 81 KEGIATAN

DENGAN MENERAPKAN INSTRUMEN ZI BERDASARKAN 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
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PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

MENUJU WBK

➢ SPRIN PEJABAT

REN AKSI DAN RENJA ZI

➢SPRIN TIM POKJA
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PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK 

DAN PETUGAS PELAYANAN

1
PERSAYARATAN 

PELAYANAN

• INFORMASI PERSYARATAN PELAYANAN DAPAT DIAKSES DENGAN MUDAH (WEBSITE, BROSUR, LEAFLET, 
BANNER, SPANDUK)

• MUDAH DIPAHAMI OLEH MASYARAKAT

• WAJAR DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN TIDAK MEMPERSULIT MASYARAKAT

2
PROSEDUR 
PELAYANAN 

• DAPAT DIPAHAMI DENGAN JELAS OLEH MASYARAKAT

• DAPAT DIPENUHI DENGAN MUDAH (PELAYANAN MUDAH DILAKSANAKAN / TIDAK BERBELIT )

• WAJAR DAN SESUAI YANG DITETAPKAN

3
WAKTU 

PELAYANAN

• WAKTU BUKA PELAYANAN DAPAT DIKETAHU DENGAN JELAS & DAPAT DIAKSES DENGAN MUDAH

• SESUAI WAKTU OPERASIONAL (ANTARA JAM BUKA DAN JAM TUTUP)

• INFORMASI WAKTU PENYELESAIAN DIKETAHUI DENGAN JELAS

• PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR WAKTU YANG DITETAPKAN

4
BIAYA 

PELAYANAN

• DAPAT DIKETAHUI DENGAN JELAS DAN DAPAT DI AKSES DENGAN MUDAH

• UNIT PENERIMA PEMBAYARAN DIKETAHUI DENGAN JELAS (LOKET PEMBAYARAN/PETUGAS 
BANK)
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5 • DAPAT DIKETAHUI DENGAN JELAS DAN DAPAT DIAKSES DENGAN MUDAH (LAYANAN APA SAJA 
YANG DIBERIKAN)

• DAPAT BERFUNGSI DENGAN BAIK DAN DAPAT DIAKSES DENGAN MUDAH

6
• MEMILIKI PENGETAHUAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN YANG MEMADAI

• MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BAIK, PENUH TANGGUNG JAWAB DAN DISIPLIN

• DAPAT MEMBERIKAN SOLUSI KEPADA MASYARAKAT APABILA ADA PERMASALAHAN

• CEPAT DAN RESPONSIVE ATAU LAYANAN YANG RAMAH PENGGUNA

7
• TERDAPAT FASILITAS PENGADUAN YANG MUDAH DIAKSES (KOTAK SARAN, 

HOTLINE, CALL CENTER, EMAIL, WEBSITE DLL)

• PROSEDUR PENGADUAN MUDAH DILAKSANAKAN

• PETUGAS DAPAT MEMBERIKAN SOLUSI APABILA TERDAPAT ADUAN

• ADANYA KEPASTIAN TINDAK LANJUT ATAS PENANGANAN PENGADUAN

PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK 

DAN PETUGAS PELAYANAN

PRODUK 
LAYANAN

PETUGAS 
LAYANAN

FASILITAS 
PENGADUAN
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UPAYA UNTUK 

MENAIKKAN NILAI 
PADA KOMPONEN HASIL
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I. MANAJEMEN PERUBAHAN KASAT SABHARA

II. PENATAAN TATA LAKSANA KABAG SUMDA

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM KABAG SUMDA

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS KABAG REN

V. PENGUATAN PENGAWASAN KABAG REN

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KASAT INTEL

PENANGGUNG JAWAB KOMPONEN PENGUNGKIT 
PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK

KOMPONEN PENGUNGKIT PENANGGUNG JAWAB 
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1 

2 

3 

4 

MEMBENTUK UNIT KERJA

MEMBUAT UNDANGAN PEMBENTUKAN TIM KERJA.

MELAKSANAKAN RAPAT PEMBENTUKAN TIM KERJA

PENENTUAN ANGGOTA HARUS BERKOMPETEN DAN 
TIDAK BERMASALAH

PENGESAHAN OLEH KASATKER

- PENYUSUNAN REN AKSI DAN RENJA ZI

-PEMANTAUAN DAN EVALUASI
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KAPOLRESTRO JAKSEL
SEBAGAI ROLE MODEL MEMBERIKAN 
KETELADANAN NYATA
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PELAPORAN E-LHKPN
PERKAP : NO: 8/2017 SEBAGAI SUATU KEWAJIBAN PEGAWAI KEPOLISIAN 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN

“ MEMAHAMI BAHWA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DILAKSANAKAN 
GUNA MEWUJUDKAN APARATUR PENYELENGGARA NEGARA YANG MEMILIKI INTEGRITAS, PROFESIONAL, DAN BEBAS DARI 

KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME, SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

SEBANYAK 73 ORANG (100%)

SUDAH
MELAPORKANNYA

BUKTI PELAPORAN LHKPN
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PERUBAHAN POLA PIKIR DAN

BUDAYA KERJA MELAYANI
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